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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:
PENGGUGAT, NIK xxx, Tempat Tgl Lahir Xxx, 10 Juli 1996, Agama
Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,
Pekerjaan Karyawan Warung Kopi, Alamat Xxx;
Penggugat;
Lawan
TERGUGAT, NIK xxx, Tempat Tgl Lahir Xxx, 01 Maret 1998, Agama
Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
Pekerjaan Buruh Bangunan, Alamat Xxx;
Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Februari 2023 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah, Nomor
70/Pdt.G/2023/PA.Mpw, tanggal 16 Februari 2023, dengan dalil-dalil pada

pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2019 Penggugat dan Tergugat telah

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
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Kantor Urusan Agama Xxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal

12 Juni 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugatdan Tergugat bolak-balik antara tinggal

di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di

atas yang beralamat di Jalan Xxxdan di rumah orang tua Tergugat

sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas yang beralamat di Xxx,

sampai berpisah;

3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan
hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama XxxXxx,
lahir di Xxx pada tanggal 11 Juli 2020;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2019, rumah
tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dan
Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di
sebabkan:

4.1. Tergugat jarang bekerja sehingga Tergugat juga jarang memberikan
nafkah kepada Penggugat dan anak;

4.2. Apabila Tergugat tidak bekerja, orang tua Tergugat yang membantu
mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun
orang tua Tergugat seperti tidak ikhlas membantu Penggugat dan
Tergugat karena orang tua Tergugat sering mengungkitnya;

4.3. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga
Penggugat dan Tergugat;

4.4. Tergugat sering mengatakan Penggugat pembawa sial dan orang tua
Tergugat juga sering mengatakan keturunan Penggugat, keturunan
tidak baik;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas Tergugat
sering mengucapkan kata pisah kepada Penggugat dan pada bulan April

2021 Tergugat dan orang tua Tergugat mengembalikan Penggugat kepada
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orangtua Penggugatdi rumah orang tua Penggugat karena Tergugat sudah

tidak mau lagi menerima Penggugat sebagai istri;

6. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi
berkomunikasi dan Tergugat juga tidak ada memberikan nafkah kepada
Penggugat namun Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak;

7. Bahwa pada bulan Mei 2021 Tergugat mau rujuk kembali dengan
Penggugat tetapi dengan syarat orang tua Penggugat harus datang ke
rumah orang tua Tergugat untuk meminta maaf kepada Tergugat dan
orang tua Tergugat,

8. namun Penggugat tidak mau karena Penggugat merasa harga diri orang
tua Penggugat di rendahkan jika orang tua Penggugat meminta maaf
kepada Tergugat dan orang tua Tergugat;

9. Bahwa upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan
pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah di lakukan baik
dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat
namun tidak pernah berhasil;

10.Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan
rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

11.Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

12.Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah Kelas | B cq. Majelis Hakim
yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER
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Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugattelah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil’lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Mpw Tanggal 16 Febuari 2023 dan tanggal 23
Februari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat
tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya
untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa:

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 12 Juni 2009, yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Xxx, telah bermeterai cukup dan
telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P;

Saksi:

1. Xxx, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat
kediaman di Jalan Xxx. Saksi adalah ayah kandung Penggugat, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suamu istri yang menikah

tanggal tahun 2019 dan mempunyai satu anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-
pindah dari rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua
Tergugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis
sejak tahun akhir 2019;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok;

- Bahwa penyebab percekcokan karena masalah ekonomi, Tergugat
tidak memberi nafkah yang cukup pada keluarganya;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah
tidak menjalankan kewajiban masing-masing;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan
Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Mengurus
rumah tangga, tempat tinggal di XxxDesa Xxx Xxx. Saksi adalah ibu
kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah
tahun tiga tahun yang lalu;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
saksi dan selanjutnya tinggal di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu anak;

- BahwaPenggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sejak April
2021 disebabkan keduanya sering cekcok;

- Bahwa penyebab cekcok Penggugat dan Tergugat karena masalah
ekonomi, Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang cukup pada
keluarga;
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- Bahwa setelah pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling

menjalnkan kewajibannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan tetapi tidak
berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Mpw tanggal 16 Febuari 2023 dan tanggal 23
Februari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat
tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir
dan gugatan Penggugattersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149
ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat adalah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan
dan percekcokan disebabkab:

- Tergugat jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah pada keluarga;
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- Orang tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat;
- Pada bulan April 2021 Tergugat telah mengembalikan Penggugat pada
orang tua Penggugat;
puncaknya sejak pertengahan tahun 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah
tempat tingga sampai saat ini;
Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-
alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH
Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah
mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu: Xxx dan Xxx;

Menimbang, bahwa bukti dan P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah
telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal
Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara
Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga
Penggugat memiliki legal standing sebagai pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil
sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 708 dan 709 R.Bg.,
sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat
tinggal sejak pertengahan bulan April 2021 sampai saat ini dan selama pisah
Tergugat tidak pernah datang mengunjungi atau menjemput Penggugat serta
tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Penggugat;

Fakta Hukum
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Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan

fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak April tahun 2021 telah
pisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak
mereka pisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;
Pertimbangan Petitum Perceraian
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis
Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;
Bahwa bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Bahwa dalam ajaran Islam tujuan perkawinan adalah membentuk
keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana firman Allah dalam Al-
gur'an surat Ar-Rum ayat 21:

D328 o3 b A 8 5 R 53 555 & i Wl T 831 A 0 & R e s

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Bahwa, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas bisa

dicapai di antaranya jika antara suami dan istri saling mencintai, menyayangi
dan saling mencurahkan perhatiannya. Sebaliknya jika antara suami dan istri

sudah tidak saling mencintai, tidak saling memperhatikan bahkan tinggal
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terpisah dan salah satu atau keduanya sudah tidak menghiraukan maka tujuan

rumah tangga sebagaimana yang diuraikan di atas akan mustahil tercapai;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat terbukti tidak mampu merealisasikan tujuan rumah tangga
yang bahagia, kedunya sudah pisah tempat tinggal lebih dari satu tahun.
Perpisahan dalam rentang waktu tersebut mengindikasikan telah putusnya rasa
saling memiliki dan manyayangi diantara keduanya;

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bukan saja
terbukti gagal dalam merealisasikan tujuan rumah tangga yang bahagia dan
kekal, bahkan yang terjadi perkawinan tersebut justru menciptakan penderitaan
bagi Penggugat karena sebagai seorang wanita Penggugat merasa sangat
berat mempertahankan rumah tangga yang tidak ada kepastian;

Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha merukunkan
Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil. Dan dalam setiap tahapan
persidangan Hakim telah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan
Tergugat akan tetapi hingga berakhirnya pemeriksaan, Penggugat menyatakan
tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa meskipun ajaran Islam pada prinsipnya mempersulit terjadinya
perceraian, tetapi dalam perkara a quo Hakim berpendapat bahwa
mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih banyak
madharat-nya daripada manfaatnya, maka dalam hal ini Hakim sependapat
dengan kaidah fighiyah yang untuk selanjutnya diambil sebagai pendapat
Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

tlall Gl e paie el Ts

Artinya:  "Menolak  kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada
mengedepankan kebaikan/maslahat”.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas

Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah

terbukti dan telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang diambil alih
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sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

1. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Al-Fighu Al-Islami wa Adillatuhu
juz VIl halaman 705 yang berbunyi :
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Artinya: Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya
kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya
persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan
perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana.

2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Al-Fighu Al-Islami wa Adillatuhu
juz VIl halaman 705 yang berbunyi :
o=l @k slasl L;_;aljl\ 428 g L._EL\J\ aokll

Artinya: Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah
talak bain.

3. Pendapat Pakar Hukum Islam Syiekh Al-Majedy dalam kitab Ghayatu Al-

Maram yang berbunyi :
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Artinya : Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya,
maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;
Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
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tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
Amar Putusan
MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’ln sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp955.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 Masehi
bertepatan dengan tanggal 9 Sya’ban 1444 Hijriah, oleh Ahmad Imron, S.H.I.,
M.H., sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hariitu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Khairunnisa, S.Ag.,
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Panitera Pengganti Hakim Tunggal,
ttd ttd
Khairunnisa, S.Ag. Ahmad Imron, S.H.l.,, M.H.
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Perincian biaya :

1. PNBP
a. Pendaftaran Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama Rp20.000,00
c. Redaksi Rp10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan Rp10.000,00
2. Biaya Proses Rp75.000,00
3. Panggilan Rp600.000,00
4. Meterai Rp10.000,00
5. Pemberitahuan isi putusan Rp200.000,00
Jumlah Rp955.000,00

Terbilang : sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah
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